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ABSTRAK

Peran hukum sangat urgen dalam kehidupan Kkita di dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian selama ini
pembangunan hukum layak disebut sebagai terabaikan. Di dalam Perspektif
sistem peradilan pidana, pembuktian sangat memegang peranan penting untuk
menyatakan kesalahan terdakwa.

Maka berdasarkan uraian di atas penelitian ini menetapkan masalah
pokok sebagai berikut yaitu rumusan masalah pokok yang pertama adalah
Bagaimanakah Kekuatan Keterangan Ahli_Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pra
Pradilan ‘Nemor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr~Pengadilan Negri_Pekanbaru dan
rumusan masalah pokok:yang kedua yaitu Mengapa hakim Prapradilan menerima
keterangan ahli dalam perkara Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negri
Pekanbaru.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif memberikan data yang seteliti
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan tujuan
mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-
teori lama, atau dalam rangka peyusunan teori-teori.baru. Peneliti menganalisa
perkara pra pradilan nomor : 09/Pid.Pra/2017/ PN. Pbr dan menerapkan aturan-
aturan yang ada dalam putusan tersebut. Dalam peraturan hukum tertulis terhadap
undang-undang hukum acara pidana yang diatur didalam Pasal 184 ayat (1)
mengenai alat bukti yang sah dan Pasal 186 tentang keterangan ahli.

Keterangan ahli dalam memberikan alat hukti adalah-bagi penutut umum
merupakan usaha untuk meyakinkanphakim, \bahwa berdasarkan dua alat bukti
yang sah agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Bagi
terdakwa dan penasehat hukumnya, pembuktian merupakan usaha sebaliknya
yakni meyakinkan hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan
terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan
pidananya. Bagi hakim melalui alat-alat bukti yang sah baik yang berasal dari
penuntut umum maupun dari terdakwa dan penasehat hukumnya dijadikan dasar
untuk membuat keputusan.“Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam
pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai 2 (dua) kemungkinan yakni bisa
sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat.



ABSTRACT

The role of law is very urgent in our lives in society, nation and state.
However, so far the legal development deserves to be called neglected. In the
perspective of the criminal justice system, evidence plays an important role in
stating the accused's guilt.

Then based on the description above.this study sets.the main problem as
follows, namely the. first. main problem formulation.is How is.the Strength of
Expert Information as Evidence in Pre-Trial Case Number: 09 / Pid.Pra / 2017 /
PN.Pbr Pekanbaru Negri District Court and the formulation of the main problem
the second is why Pre-trial judges receive expert. statements in case Number: 09 /
Pid.Pra/ 2017 / PN.Pbr.Rekanbaru Negri District Court.

The nature of this research is descriptive in giving as detailed data as
possible about humans, circumstances or other symptoms. With the aim of
reinforcing hypotheses in order to help in strengthening old theories, or in the
context of developing new theories. Researchers analyze pre-trial cases number:
09 / Pid.Pra/ 2017 / PN. Pbr and apply the rules contained in the decision. In the
legal regulations written against the criminal procedure code which is regulated in
Article 184 paragraph (1) regarding valid evidence and Article 186 regarding
expert statements.

Expert testimony in providing evidence is for the general public that is
an attempt to convince the judge;.that based on.two-legal pieces of evidence to
declare the accused guilty in accordance with the indictment. For the defendant
and his legal advisors, the evidence is a reverse attempt to convince the judge
based on two legal pieces of-evidence in order toideclare the-defendant acquitted
or acquitted of lawsuits or alleviatethisicrime:For judges through legal evidence
both from the public prosecutor and the defendant and their legal advisors are
used as the basis for making decisions. The position of expert testimony as
evidence in the examination of a criminal case has 2 (two) possibilities, that is, it
can be used as evidence of expert statements and documentary evidence.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

peradilan pida nbuktia ; Jenting  untuk
menyatakan kes erdakwa lalam kerangka
yuridis, as i : i " 1 ',__ apat asifikasikan dalam

kelompok hukum acara pidana, dan bila dikaji secara me ga dipengaruhi

—
"" upan sehari-hari  maupun
L\ \

kepentingan lembaga penelitian dalam pengertian hukum acara pidana
merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan
mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun

penasehat hukum.

Dari semua tingkatan tersebut di atas, maka ketentuan dan tata cara serta
penilaian alat bukti telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan tidak

diperkenankannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai
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pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang

dianggapnya benar di luar dari Undang-Undang tersebut.

Di dalam bukti.permulaan, bukti permulaan.yang cukup dan bukti yang

Ka S : a dan

mempertimbang} : < : an  selama dalam

pemeriksaan persida : at bukti jf Secara limitative

suatu peristiwa, sehingga
pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran,
melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan. Dengan demikian
maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara
pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari

dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan



penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian

alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Salah satu alat.bukti yang terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1)
adalah Keterangan Ahli. Keterangan Ahli ini dapat diberikan. baik pada waktu
pemeriksaan oleh penyidik maupun penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk
laporan dan dibuat mengingat™sumpah pada” waktu menerima jabatan atau
pekerjaan, ataupun pada saat pemeriksaan di sidang untuk diminta keterangannya
dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah
ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Apabila suatu pemeriksaan
awal tidak dilakukan pemeriksaan ahli dalam suatu perkara, tetapi dalam
pemeriksaan di muka sidang ternyata diperlukan pendapat dari seorang ahli, maka
hakimlah yang menentukan ahli-ahli mana saja yang diperlukan untuk diperiksa
guna untuk ~memberikan’ Kketerangan-keterangan dalam persoalan-persoalan

tertentu.

Keterangan ahli menurut E Utrecht (200:16) mengemukakan hal yang
baru saja di dalam Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana di negara Indonesia.
Maka dengan itu jelaslah bahwa semakin majunya era globalisasi, maka dengan
itulah hakim membutuhkan seorang ahli di dalam bidang-bidangnya atau yang
menguasai bidang tersebut dengan lugas. Keterangan ahli dalam pemeriksaan suatu
perkara pidana sangat menarik untuk dibahas karena dalam penyidikan tindak
pidana Pasal 120 KUHAP menentukan : 1. Jika penyidik memerlukan seorang ahli
maka ia akan meminta pendapat ahli. 2. Sebelum seorang ahli memberi keterangan

di muka persidangan maka ahli tersebut haruslah bersumpah bahwa ia akan



memberikan keterangan-keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya
kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya
yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan

keterangan yang diminta.

Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP ditentukan bahwa keterangan ahli
ialah apa yang seorang ahliinyatakan di sidang“pengadilan. Dari-ketentuan Pasal
120 KUHAP. dan Pasal 186 KUHAP tersebut di atas dapat dimengerti bahwa
keterangan ahli sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, sejak
dalam penyidikan dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat
ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus sampai pemeriksaan di sidang
pengadilan jaksa selaku penuntut umum menghadirkan seorang ahli untuk

memberikan keterangan dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya.

Bahwa menurut Andi Hamzah' (1986:10) Prapradilan merupakan tempat
mengadukan pelangaran hak asasi manusia, yang memang pada kenyataan
pengadilan Negeri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam
lingkungan peradilan umum, yang memeriksa.dan mengadili perkara pidana dan
perdata tingkat pertama. Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : Pengadilan negeri berwenang untuk
memeriksa dan memutus, sesuai dengan Kketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini tentang, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyi dikan atau penghentian penun tutan, ganti kerugian dan atau
reha bilitasi bagi seorang yang per kara pidananya dihentikan pada tingkat

penyidikan atau penuntutan.
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Rusli Muhammad (2007:94) berpendapat bahwa Indikasi yang paling
gampang adalah adanya gugatan pra peradilan. Gugatan pra peradilan itu

menunjukkan masih adanya disinkronisasi dengan apa yang seharusnya. Oleh

karena itu penel i ) c ebagai kekuatan alat

|
bukti da 3 ‘&“‘ .00. adilan Negri
' g ‘3 Pradilan ini
. =) |
tentang ti ahnya ara h 1 angki ﬂ' dap H. Ronni

g di ketahui

15/Reskrimum

bahwa terhadap alat bukti saksi da surat yang menjadi dasar penetapan
tersangka terhadap diri pemohon belum memenuhi unsur minimal dua alat bukti

dikarenakan:

Bahwa tuduhan saudara Marbakri yang menyatakan pencairan uang pada
tiga bank di atas tanpa sepengetahuan pengurus adalah tidak benar dikarenakan

fakta hukumnya pencairan uang puskopar berdasarkan cek yang sudah di tanda
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tangani oleh saudara Marbakri (pelapor) dan alm. H. Arbi. SH.,MM.,Ph.d serta

pada saat pencairan uang di bank Marbakri (pelapor ) ikut mendampingi H. Ronni

Abdi, ST.,MM (pemohon),

membiayali

ayaran material

pembangun: i oleh saudara

marbakri ses h termohon dan

2]
0
A
—|
o
=3
o
o

Y
D

c

tanggal 20 janua 0
Puskopar Riau dan

c .& akri apor) sebagai pengurus.
N

Bahwa saudara Marbak ya adanya kerugian keuangan pada
badan hukum puskopar riau, namun tidak di lengkapi dengan bukti surat berupa

hasil audit Angkutan independen( akuntan publik)

Bahawa saudara marbakri tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing) untuk membuat laporan pada termohon dapat di buktikan secara hukum
berdasarkan putusan pengadilan negri pekanbaru nomor : 171/pdt.G/2016 PN.Pbr

tanggal 13 april 2017 yang menyatakan saudara marbakri , nusirwan, bunggaran
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marbun telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)

terhadap pemohon.

Berdasarkan paparan yang telah di jelaskan di atas maka peneliti tertarik

d'.:,ﬂﬂ uk karya ilmiah
-
berupa sebuah sk li Sebagai
Kekuata : Nomor
’
51
o |
g , maka penulis
emuk ang lebih lanjut
[

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar kita dapat mengetahui bagaimana ketentuan keterangan ahli dalam
perkara Pra Pradilan Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negri

Pekanbaru
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2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam

perkara Pra Pradilan Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negri

Pekanbaru

masyarakat dan instasi terkait genai beracara di pengadilan dan khususnya
agar masyarakat lebih tau mengenai adanya kekuatan keterangan ahli sebagai

alat bukti di pengadilan.
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D. Tinjauan Pustaka

Dalam hukum acara pidana (KUHAP) yang di maksudkan dengan bukti

adalah suatu titik yang.terdapat di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Itu

memeriksa aran peristiwa

yang dike

D
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yang mengatakan bahwa “Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk
menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal

terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”

Kemudian Darwan Prinst mengemukakan pendapat bahwa: “Pembuktian
adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan

terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

jawabkannya.” Jadi maksud dari darwan Prinst tersebut adalah stiap perbuatan

pidana yang terjadi dan telah memiliki bukti maka tersangka dapat di tahan.

@:

;
%
Fiod

o
&
s
¢
&

kutip oleh
perbuatan, dima 3 unakan sebagai

bahan pemb pS an ke ' g ebenaran adanya

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli

c. Bukti Surat

d. Bukti Petunjuk

e. Dari Keterangan terdakwa

10
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Bersamaan dengan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang memaparkan lima jenis

alat bukti yang sah yang sampai sekarang masi menjadi acuan yaitu sebagai berikut

bukti dalam perkarz ana yanc 3 engenai suatu
peristiwa pidana a de e a ami sendiri dengan
menyebut alas i penge nya i : KUHAP, memberi

jarak yang ‘ asan keterangan seoral alat bukti bahwa :

kasus perdata maupun lain.

Menurut M.Yahya Harahap (2003: 286) mengatakan “sudah mendalami
dari segi pembuktian atau “the degree evidence” keterangan saksi, maka dari itulah
dapat kita simpulkan bahwa keterangan saksi harus mempunyai nilai dan kuatnya
pembuktian, ada beberapa hal yang harus di cangkup oleh saksi.” Melalui seluruh

kajian teori dan secara praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi saksi kewajiban

11
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hukum bagi setiap orang. Jika seseorang di panggil ke depan persidangan untuk jadi
saksi dan sudah di panggil dengan sah dan resmi oleh hakim dan tidak pula hadir

maka dari itu hakim ketua sidang dapat menugaskan agar saksi di hadirkan di

memadai untuk memenuhi Sy ga g ahli tentang hal yang berkaitan
dengan keterangan.” Pasal 186 KUHAP menjelaskanahli itu ialah ahli yang
menjerangkan di sidang pengadilan. Sedangkan menurut penulis, bahwa ahli adalah
seseorang yang benar-benar menguasai atau ahli di bidang atau perkara yang
sedang di sidangkan di pengadilan. Jadi walaupun pasal tersebut tidak menjawab

siapa yang di sebut dengan ahli yang di hadirkan di pengadilan tapi tentunyalah

12
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yang sudah penulis d jlaskan di atas yang harus menjadi ahli. tapi KUHAP

menjelaskan ahli sebagai alat bukti yang sah.

Dengan itu jelas sudah keterangan ahli merupakan hal terpenting juga

berupa bacaan ata 3 dala : ' skan tujuannya untuk

menyampaik

Menurut '&' e sutkan bahwa: “Tidak

termasuk dalam kata s . % ‘

eta, barang-barang ini tidak memuat

tanda-tanda bacaan.” Sejalan d Sudikno Metrokusumo menyatakan
bahwa: “Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran,
demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak
mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semua hanya sekedar
merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (demonstratif evidence).”

Sebagaimana alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat juga

memiliki syarat syarat yang nantinya bisa dijadikan sebagai bukti yang sangat sah

13
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di persidangan nantinya, adapun yang mengatur syarat-syarat tersebut adalah di

dalam pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

c. Petunjuk

mendefenisikan™ petun; [ as| .‘:.': Ay adikan defenisi
menjadi isyarat_ sua : : perbuatan, kejadian
atau keadaan A : eni an ha enyesuaikan antara

suatu hal de % : unculkan” atau

nomor empat sebagai alat bukti . yang di atur di dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP

yang selengkap-lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

a) Petunjuk adalah suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan, yang karena
adanya persesuaian, entar karena dari satu atau yang lainya yang telah
berbuat atau melakukan tindak pidana dan harus di ketahui siapa pelaku

sebenarnya.

14



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

b) Petunjuk tersebut di atas nomor satu (1) Cuma ada di keterangan saksi,
surat, keterangan terdakwa

¢) Makan nilai dan atas kuatnya pembuktian dalam setiap keadaan tertentu

d.

ke lima dari
ketentuan Pasa ada a ) h el ang Hukum Acara
Pidana. Jika kits ' “perbandingan ya mbandingkan  dari
sisi istilah d : rdakwa (bekentennis) se ' Pasal 295 jo
Pasal 317 H sal 184 jo Pasal
189 ) jika ki erdakwa karena suatu

farg
aspek ini bany rikan atau di diterangkan
<= _

oleh terdakwa w an yang salah maka kita

Menurut KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tidak ada
paksaan agar terdakwa harus mengaku pada saat itu juga. Hanya awalnya
keterangan terdakwa itu tidak harus sama atau berbentuk pengakuan. Apapun yang
di berikan oleh terdakwan haruslah kita dengar. Mungkin bisa jadi berupa suatu

penolakan dari suatu tuduhan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari

perbuatan atau keadaan. Suatu Keterangan terdakwa tidak harus sama dengan

15
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pengakuan, disebabkan M. Yahya Harahap (2003:303) sudah menyusun

syarat-syarat alat bukti yang melampaui sebagai berikut:

uar ataupundi

ke daftar alat

E. Konsep Operasional

Dalam rangka memberi arah dan menghindari timbulnya pemahaman
yang beragam terhadap objek penelitian ini, maka peneliti memandang perlu

memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah sebuah kata yang dapat menyatakan nama tempat atau

segala benda dan segala yang di bendakan. (Kamus besar bahasa indonesia)

16



2. Yuridis secara hukum, menganalisis secara hukum positif menurut

Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

~

1

-

=

=

-

:_ = a Pasal 1)

o Z

g E 4. dengan suatu
C = di pergunakan
— .

< o an hakim atas
o =

- = g telah di lakukan terdakwa
2

7 _'=ﬂ 5 o bahasa Indonesia)
@ 2

p— 22 :

E ; 6 tuk memeriksa dan
ﬂi

=

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 2. Sah atau
tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan dengan tegaknya hukum dan keadilan. 3. Permintaan ganti
kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain

atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan.
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7. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem

peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Dala : enelitia eneli : an metode sebagai

berikut :

hukum sebagai sistem normatif yang tertutup, otonom, terlepas dari pelaku
kehidupan masyarakat dan mengabaikan norma hukum. Peneliti mencoba
fokus dan menjawab berbagai permasalahan dari segi kaca mata hukum dan

mengabaikan norma-norma lain selain norma hukum.

18
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b. Sifat Penelitian

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2011:15) mengatakan bahwa

Sifat dari pada, penelitian ini adalah deskriptif, Soerjono Soekanto

ang ada didalam
Jndang-Undang

mengenai alat

wawancara, tes, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah

berupa data sekunder, yang terdiri dari yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

19
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Hal ini senada yang di sampaikan oleh Bambang Waluyo (2002:118) Bahan

hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian

ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

\\‘-"

Hal ini senada yang di sa Bambang Waluyo (2002:118) Bahan
hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus
(hukum), ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan yang berupa penjelasan dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Besar

Bahasa Indonesia mengenai materi penelitian.
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3. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dnegan menggunakan metode penelitian hukum

normatif, data dapat .dianalisis secara kualitatif. +Analisis secara kualitatif

dangan atau
pulan data,

dan terakhir

pidana putusan
, peneliti akan
menganalisis : ] A deraturan-peraturan

perundang-unda peraturan yang

Q a ‘ _penelitian ini dengan menggunakan
L\ N\

metode deduktif yaitu penyimpu

al yang umum kepada hal-hal yang

khusus.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum ng Pembuktian

Dengan de

berperkara

Membuktikan dalam arti yuridis tidak fain berarti memberi dasar-dasar yang cukup
kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian
tentang kebenaran peristiwa yang diajukan (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996 ;

5-7).

Yang di maskud dengan alat bukti di dalam pasal 184 ayat (1) Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Di sebutkan bahwa alat bukti yang

22
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sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan
terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel

negatief wettelijk hanya alat-alat bukti yang sah yang dapat di pergunakan untuk

. benda lain yang mempunya pungan langsung dengan tindak pidana
yang dilakukan.

1) Beberapa Teori Pembuktian.

Dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara
Pidana adalah : Untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai

sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus

23
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didasarkan. Kata pembuktian (bewijs) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua
arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu

kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya

o
sebagai p =vidence atau bukti

(pendapat N

g enyidikan yang
pe

sah menge buktian adalah

o
ﬂfi atau memperlihatkan

perbuatan

an menyaksikan

Pl
Vel
=
o
e

perkara pidana, karena yang dicari a pbenaran materiil. Pembuktiannya telah
dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan
penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan

tersangkanya.

Menurutnya bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana,

hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembukian diletakkan pada

24
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pundak pihak Jaksa Penuntut Umum. Tujuan dan guna pembuktian bagi para

pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penuntut, umum,Pembuktian adalah ,merupakan usaha untuk

a. untuk  mengetahui  bagaimana cara  meletakkansuatu  hasil
pembuktianterhadap perkara yang sedang diperiksa.

b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap
cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.

c. Apakah kelengkapanpembuktian dengan alat alat buktimasih diperlukan

keyakinan hakim.

25
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Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa
hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban

pembuktian (burden of proof, burden of producing evidence) harus diletakkan. Hal

an kalah perkara

Lebih lanjut Munir Fuad mengatakan bahwa, yang dimaksud
dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang
harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk
membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang
benar-benar tejadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum

bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta
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tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang

mengajukan fakta tersebut di pengadilan

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam,Hukum Acara Pidana, telah

juga aliran Ini* a )Si _" | um p J 3" Menurut teori ini
hakim sangat terika alat bukti serta _. ang telah ditentukan

oleh  unda \ : ¢ : sesuatu

pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian
berdasarkan undang-undang secara positif (positief wettelijke)ini berusaha untuk
menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara
ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada

alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya

27
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unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia
tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang

menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum.

sebetulnya be ] Drins ana suatu putusan

hakim harus

2) Teo

kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat
subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Prof Andi Hamzah (1991 :22) berpendapat bahwa sistem ini memberikan

kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu

terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.
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Hal yang sama dikemukakan pula oleh Prof.Wirjono Prodjodikoro bahwa
: terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan
kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap

putusan-putusan _h

bewijsleer ada

hakim dala

Sehubungan dengan teC artiman Prodjohamidjojo mengatakan

bahwa : ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran)
dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh
undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain

yang di luar ketentuan perundang-undangan.
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4) Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (negatief

wettelijke)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menukut undang-undang (negatief

bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan
hakim Menurut sistem negatief wettelijke menghendaki
hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti
dalam sistem pembuktian negatief wettelijke ini telah ditentukan secara limitatif

dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (bewijs voering)
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yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan

terdakwalah yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan,perbedaannya dengan teori

wettelijke menr eyakinar dasarkan pada alat
bukti menu dar N te bas, keyakinan
hakim dida

undang-undz

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem negatief wettelijke yakni
sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183,
yang berbunyi : hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh
keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah

melakukannya
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Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk
menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah yang
ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang

bukti yang sah,

akan dalam

dalam Pasal

pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu
dengan lain.Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan

bahwa Alat bukti dalam persidangan MK adalah:

e surat atau tulisan,
o keterangan saksi.

« Keterangan ahli,
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« keterangan para pihak,
o petunjuk dan

o alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan,dikirim, diterima atau

pengadil

Terorisme

dipahami oleh orang Yya pu membaca atau memahaminya.

Pembuktian sebagai alat bukti merupakan perluasan alat bukti terhadap

tindak pidana Terorisme yang dapat digunakan dalam persidangan
Pengadilan

Kemudian dalam perkembangan hukum berdasarkan SEMA No.4 tahun

2011 tentang Whistleblower dan Justice Collaborator berdasarkan (Rakernas MA

2011) digunakan dimulai tingkat penyidikan untuk kasus tertentu yaitu : Terroris,
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Narkotika, Korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAM berat,
dan trafficking. (untuk tindak pidana tertentu lainnya yang sifatnya terorganisir

karena terikat dengan beberapa konvensi yang sudah diratifikasi). Perlakuan

ollaborato ikan agar tidak terjadi

‘l\\\\\‘ 'o..

lain untuk memberi a : m ata memberikan
perlakuan J : embuktian negatief
wettelijke terse ala \F : an ) dang Nomor 4
Tahun 2004 te ekuz Cchakiman pas ayat (2) menyatakan bahwa
“tiada seoranggjuapun dap idana, ke i per arena alat bukti
yang sah me seseorang yang
dianggap da

ang didakwakan

atas dirinya.

sebagai hakim, seringkali kejadian hakim mulai dengan menentukan keyakinannya
tentang terbukti atau tidaknya suatu kejadian dan baru kalau hakim yakin betul,
bahwa terdakwa bersalah, maka diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang
mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang agar dapat menjadi

dasar keyakinan hakim itu.
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Mengenai pendapat tersebut meskipun Wirjono

Prodjodokoro memberikan argumentasi untuk membenarkan pendapatnya,

menurut penulis pandangan tersebut sangat bertentangan dengan asas presumption

serta apaka
teoritis ilm terin jan as i ba Keya im tidak akan
ada, tanpa
bukti yang dijadikan dasar
lahirnya ke keyakinan yang

ber dari dua alat

beberapa perbedaan pokok tata cara yang terdapat antara acara pemeriksaan biasa
singkat dan cepat. Bila diperhatikan pasal-pasal maupun penjelasan pasal-pasalnya
dalam KUHAP tidak ada ditemui apa yang dimaksud atau pengertian acara
pemeriksaan biasa. Pengertian acara pemeriksaan biasa dapat diketahui apabila kita
telaah Pasal 203 dan 205 KUHAP. Menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP bahwa :

yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau
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pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut

umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana,

sedangkan Pasal 205 ayat (1) bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan

pemeriksaa:

perkara-per
yang diperi

berikut :

‘g\\
2
a
2
9:_3
<
QD
a

7 %
t’i
oy

d. Dibuat berita acara sidang (Vide Pasal 202 ayat (1), (2), (3), (4) KUHAP)
Membahas sistem pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa berarti

membicarakan sistem pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri dan kaitannya

dengan pemeriksaan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktiannya.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat kita temui pada KUHAP Bab XVI
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bagian ketiga acara pemeriksaan biasa dimulai dari Pasal 152 sampai dengan Pasal
182.

Sedangkan yang mengatur tentang alat pembuktian serta putusan dalam

VI Pasal 183-202

3 bagian :
apa yang dapat

enuntutan pidana

yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan
terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah, apabila memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).

Proses dalam sistem peradilan menurut KUHAP adalah asas langsung
(onmiddelijk heidsbeginsel); pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh

hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda dengan acara
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perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya, pemeriksaan hakim juga
dilakukan secara lisan artinya bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa.

Jadi hakim harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung secara

ma aksi "‘ﬂ. nasa Indonesia yang

R%\‘ Q@ ara konkrit.
AP. Apabila
formalitas ebut ti i a idang b ibat batalnya
keputusan i sidang yang
ditentukan, masuk dan jika
ia dalam ta

elanjutnya, hakim

a tidak mengerti,

oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa
atau penasehat hukumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 KUHAP bahwa yang pertama didengar
keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya hakim ketua
menanyakan kepada saksi indentitas secara lengkap dan hubungannya dengan

terdakwa. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian tentang
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obyektif tidaknya keterangan saksi, sedangkan mengenai hubungan keluarga atau
pekerjaan / jabatan hal ini untuk menentukan apakah perlu tidaknya disumpah

(Vide Pasal 168, 170 KUHAP).

: arus  disumpah  atau

‘ot
m‘d‘“ .m juga diambil

Q

+ VA RAENS

<
>
Y]
o
s
QD
—
-
QD
QD
(@]
QD
3
QD

sebelum at
penyumpah
B
jika sesuatu
memberikan

mengangkat

didengar keterangannya, harus disumpah terlebih dahulu menurut agama
masing-masing bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan
tidak lain dari yang sebenarnya. Penyumpahan serupa ini dinamakan penyumpahan
secara Promissoris, penyumpahan cara lain yang terlebih dahulu memberikan
keterangan dan baru sesudah itu menguatkan keterangan tersebut dengan sumpah,

dinamakan Assertoris.

39



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Menurut Pasal 162 KUHAP bahwa:

keterangan yang telah diberikan dulu itu dibacakan di sidang, jikalau

keterangan ini sebelumnya telah diberikan di bawah pah, maka keterangan itu

dapat hadi dibacakan itu

sama nilai kurang jelas,
penjelasan an bahwa:jika
keterangan keterangan itu

sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpa apkan di sidang.

esempatan untuk

mengajukan perta ada i 1a ini hakim selalu

c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan
keterangan yang berlaku.
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya

dapat mempengaruhi keterangan dipercaya.

Bila saksi telah selesai semuanya diperiksa, maka pada giliran terakhir

adalah terdakwa yang didengar keterangannya. Jika terdakwa tidak mau menjawab
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atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya hakim ketua
sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan

(Vide Pasal 175 KUHAP).

penuntut

hukumnya

replik yang

panjang ini membentang antara kasus dan putusan hakim dengan memperhatikan
dua aspek: aspek apa yang terjadi secara nyata dan aspek normatif atau yuridis.
Kedua aspek harus diperhatikan oleh hakim. Aspek pertama ialah kejadian yang
nyata yang bersifat historis berupa perbuatan-perbuatan dari terdakwa dan

keadaan-keadaan yang menyertainya. Perbuatan-perbuatan itu harus dapat
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diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, sehingga merupakan aspek kedua ialah

aspek normatif atau yuridis tersebut.

Dari uraian tersebut di atas maka proses pemeriksaan perkara di

ditentukan-ole nda angnys pukti yang sah
ditambah @adan vaki akim, S 2jahatan yang

didakwak k NgQ ah terdakwa dapat

6) Sistem Pembuktian Dala dana Korupsi

Apabila dikaji ketentuan hukum positif yang diatur Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi

terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal
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38B. Menurut Lilik Mulyadi bahwa apabila dicermati maka Undang Undang tindak

pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem :

dengan tindak
arisasi pemikiran
pa pembatasan

ktian dikaitkan

melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

b. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau
berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap
terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap

obyek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).
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c. Sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan
kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan

sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Aspek ini dilakukan

Collaboratt

=S

pidana pen
pada hal. 1
beban Pem 0f) sebagaimana

dalam Unda Pidana Korupsi

SN L k)

.‘\

mengandung

Pidana Korupsi tetap dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum (JPU)[2]

Lebih lanjut Lilik Mulyadi mengatakan bahwa :

Sistem Hukum Pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian
dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban
pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal

37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta
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kekayaan pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 37A, Pasal 38 B UU Nomor 31

Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Dalam Undang-Undang No, 20 Tahun 2001 maka pembalikan beban

2. Pidana bagi pegawal au penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,
dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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Eksistensi pembalikan beban pembuktian dari perspektif kebijakan
legislasi  dikenal dalam tindak pidana korupsi  sebagai  ketentuan

yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung prevensi

Khusus. ak DS crimes yang

maka aspek

namun tetap menjungjung tinggi“asas praduga tidak bersalah (presumption of
innocence) dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), dan dalam

penerapan sistem pembuktian.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses

pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :
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1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk

meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan

seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.

%)
5 .
3 “1.;,\%
<> =
—

Sistem pemb macam-macam alat bukti

A @
[l a0 o [E]]
Q‘\\‘“’

yang dipergunakan, penguraiar ara-cara bagaimana alat-alat bukti
itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk

keyakinannya (Hari sasangka & Lily Rosita, 2003 ; 10-13).

Untuk menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa

sistem atau teori pembuktian, yaitu :
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1) Sistem pembuktian yang positif, yaitu sistem pembuktian yang hanya
didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti yang dibenarkan oleh

undang- undang atau yang sah menurut undang-undang. Artinya jika

yaitu sistem pembuktia anya mendasarkan pada keyakinan
hakim semata, dan yang jelas akan menonjol adalah sikap subjektifitas
dari hakim. Dalam sistem ini hakim mendasarkan terbuktinya suatu
keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu
peraturan. Tentunya selalu ada alasan berdasar atas pikiran secara
logika, yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat

tentang terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Masalahnya adalah,
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bahwa dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan menyebutkan
alasan-alasan itu. Dan kalau hakim menyebutkan alat bukti yang ia

pakai, maka hakim dapat memakai alat bukti apa saja. Keberatan dalam

a suatu kepercayaan

ST —
5

ngan belaka

\ Ak

yang logis,

yang menjadi

HRAE RS

2 \o
wn
<
=
=
@
=3
3
«

¢
%

yang ada. Dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat
untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu :
a) Wettelijk; adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh
undang- undang.
b) Negatief, adanya keyakinan (nurani) dari hakim, vyakni

berdasarkan bukti- bukti tersebut hakim meyakini kesalahan
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terdakwa. Alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang
tidak bias ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan

alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang telah

‘ g bangan menurut
undang-und negative gka , 5 a secara terpadu
e

sistem pemb yakina embuktian menurut

terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua
komponen :
1)  Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang
sah menurut undang-undang.
2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Asas Negatief Wettelijk
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Stelsel ini diatur juga dalam Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setelah dijelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai bahan

sekurang-K . ) 3 Kinan bahwa suatu

tindak pi e g : ah - yang bersalah

melakukan

Dals S N + sebut sal h_ b anpa dua alat bukti
yang sah maka's ) o K dz at d : alnya bagi Polri
ataupun pihé K ! inda a Terten )' ilam melakukan
penangkapan S aan up ( asal 17 KUHAP).
Akan tetapi seba i naka terdakwa dapat
dinyatakan bersala : tindak pidana yang

dilakukannya.

Menurut Hukum Acara Pidana yang dinamakan sistem negatif menurut
Undang- Undang, sistem mana terkandung dalam Pasal 294 ayat (1) RIB
(Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi sebagai berikut : "Tiada
seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang
sah. memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa

terdakwa telah bersalah melakukannya™. (R. Subekti, 1983 ; 7)
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Berdasarkan rumusan Pasal 294 ayat (1) RIB dapat diberikan pengertian
bahwa sistem negatif menurut Undang-Undang tersebut di atas, mempunyai

maksud sebagai berikut :

tidak  boleh

t. Berdasarkan

AENAND

IS
3
@
>
@
S
—
c
)
)
5

5 3 2]

SN s
\
AN

:

o

3. Tujuan dan Guna Pembuktian

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses

pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

a) Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk

meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar

52



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau
catatan dakwaan.

b) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha

serdasarkan alat bukti
dilepaskan

Untuk itu

102-103) Keterangan a /ang perikan oleh seorang yang

a‘\\\‘-
memiliki keahlian khusus tenta di perlukan untuk membuat terang
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam pasal 186 KUHAP

dikatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang

pengadilan.

Dijelaskan juga oleh M. Fauzan (2007: 50) pasal 154 HIR/181 R.Bg
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1) Jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat
menjadi lebih terang, kalau di adakan pemeriksaan seorang ahli,

maka dapat ia mengangkat seorang ahli, maupun karena jabatannya

u tinggal atau

pemerintah di

AEAERAR o

segera kepada

any

yang memilki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan guna membuat
terang suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli harus
dinyatakan dalam sidang pengadilan dan diberikan dibawah sumpah (Pasal 186

KUHAP).

Selain itu, keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan

oleh penyidik atau penuntut umum dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan
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(Pasal 133 jo penjelasan Pasal 186 KUHAP). Visum et repertum merupakan alat
bukti yang dikatakan memiliki dualisme sebagai alat bukti dimana visum

menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang; yaitu keterangan

dualisme sebags ) dim. alat bukti yang sah
menurut un A aitu keterangan ahli ¢ ebagai alat bukti
keterangan o  dari keteranga berikan pada waktu
penyidikan angkan dala 'b' : : tegaskan dalam

penjelasan P:

a. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau
dihadapan pejabat yang berwenang mengenai suatu kejadian yang
didengar/dilihat/dialami sendiri disertai alasan yang jelas mengenai

keterangan tersebut
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b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya.

ain. Alat bukti

a dan memiliki

beslissende

7. Petunjuk

Menurut M. Solehhuddin (2007: 89) Petunjuk adalah suatu “isyarat” yang

dapat ditarik atas suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang bersesuaian,
sehingga menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
Petunjuk hanya dapat diperoleh secara terbatas dari keterangan saksi, surat,

dan keterangan terdakwa. Pada umumnya, alat bukti petunjuk baru diperlukan
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bila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan

Terdakwa.

8. Keterangan Terdz

adilan merupakan hal yang

Menurut Sajip . Q “ “"?b
baru dalam dunia peradilan Indo adilan merupakan salah satu lembaga
baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah penegak hukum. Menurut Pasal
1 butir (10) KUHAP menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan
negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
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b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya
atau pihak lainatas-kuasanya yang perkaranya. tidak diajukan ke
pengadilan. Praperadilan tidak diatur di dalam ketentuan Herziene Inlands

Reglement (HIR) .

Hal ini dapat dimengerti, bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi oleh
karena HIR diciptakan dalam suasana zaman kolonial Belanda, yang pada dasarnya
produk hukum serta perangkat-perangkat sarananya dibentuk sedemikian rupa
sehingga menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini pihak penjajah
Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak
Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan

fundamental terhadap hak asasr-manusia khususnya hak kemerdekaan.

Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu
surat perintah pengadilan. menuntut (menantang) pejabat yang melakukan
penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa).membuktikan bahwa penahanan
tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa
perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau
terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Surat perintah habeas corpus ini
dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa)

melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat
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dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah habeas corpus (the writ of habeas

corpus) adalah sebagai berikut:

“Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa
orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukan alasan yang menyebabkan
penahanannya”. Prinsip dasar habeas corpus ini memberikan inspirasi untuk
menciptakan suatu forum yang memberikan hak'daf kesempatan kepada seseorang
yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk
mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan
kekuasaan berupa penggunaan upya paksa (dwang middelen), baik penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan - surat-surat yang

dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya.

Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi saat itu dimana sering
terjadi perkosaan hak asasi tersangka: atau ‘terdakwa oleh penyidik dan jaksa
penuntut umum, karena tidak adanya suatu lembaga atau mekanisme yang dapat
menilai dan menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan telah sesuali
dengan ketentuan hukum atau tidak. Seorang tersangka atau terdakwa yang
ditangkap atau ditahan, seolah-olah berada dalam suatu “ruangan gelap” dan tidak
berdaya sama sekali (helpless). Sidang praperadilan yang diadakan atas permintaan
tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya ataupula atas kuasanya merupakan
suatu forum yang terbuka, yang dipimpin seorang hakim atau lebih untuk
memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya
paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya dimuka forum yang

bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum.
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Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau
terdakwa seperti halnya dalam Habeas Corpus Act, dijamin hak asasinya berupa

hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan

Sebelum berlakunya Unda dang No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara
Pidana didasarkan atas HIR yang dipakai sebagai pedoman saja. Menurut R.

Subekti, hukum pidana harus mengatur:

a) Cara-cara mendapatkan keterangan-keterangan tentang suatu tindak
pidana untuk mengetahui siapa pembuatnya dan keadaannya dalam

mana perbuatannya dilakukan.
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b) Cara-caranya membuat dan menyelesaikan surat-surat pemeriksaan

permulaan.

c) Cara-caranya menuntut si tersangka di muka hakim.

Sala

AtV

2 &
o :

tak bersalah

tentang Ketent

penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu
penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang
ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau
penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP)

ditentukan beberapa hal berikut.
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. Tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk

menetapkan hari sidang.

. Memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau

permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini

diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP).

. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal

tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal

82 ayat (2) KUHAP).
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7. Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim ini memuat

pula:

a.dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau

dicantumkan

disita ada yang

san dicantumkan

\\‘-"

adilan dalam KUHAP

4
i
. L
3. Tujuan Penciptaan Le

Setiap hal yang baru, tentu mempunyai suatu maksud dan tujuan atau

motivasi tertentu. Pasti ada yang hendak dituju dan dicapai. Tidak ada sesuatu yang
ingin diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya
dengan pelembagaan praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak

ditegakkan dan dilindungi.
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a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat

di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan

penuntutan.

merupakan pe an dan pembatas dekaa i’ asi tersangka,
tindakan itu ha <uka ' . Ketentuan hukum
dan undangundang Y3 : '(due proces: yang terkandung
pada praperadila | tujua -‘ ! ndakan pengawasan
horizontal nce " ) berlawanan dengan

undang-unda

manusianya dan merupakan suatu le a yang melakukan pengawasan horizontal
atas tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka selama ia berada
dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu

tidak bertentangan dengan undang-undang.

Tujuan utama adanya hak-hak tersangka/ terdakwa adalah untuk

mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia (human dignity),
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baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan

terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional

maupun bersifat universal atau internasional.

pidana) di sam ak tersangl Sapat Uga dikatakan memiliki
tujuan untu
hukum (la en a ng dalam proses

penegakan

eksistensinya:

a) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri,
dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat
Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari

Pengadilan Negeri.
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b) Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar
dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari

Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan, dan

gsi wewenang,
dan kekuas jajaran aparat
penegak hu an legal kepada

setiap ters semua jajaran

kecongkakan kekuasaan yang dila aparat penyidik atau penuntut umum.
Wewenang pertama yang telah diberikan oleh KUHAP yang memeriksa dan
memutus sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh

penyidik.

Dalam hal penangkapan, seseorang dapat mengajukan pemeriksaan

kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan yang dilakukan terhadap
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dirinya. M. Yahya Harahap (2006 : 23) menjelaskan kriteria suatu penangkapan

dianggap tidak sah:

a) Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak

Pasal 79 8 en yang berwenang
mengajuka apers . Pas: J rmintaa tang sah atau

tidaknya suatu-penangka aha S angka, keluarganya

berhak mengajukan praperadilan:

a. Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya
b. Penyidik atau penuntut umum

c. Pihak ketiga yang berkepentingan.
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C. Tinjauan Umum Tentang Perkara Nomor 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr

Pengadilan Negri Pekanbaru

Perkara ini bermula di tingkat pertama di Pengadilan Negri Pekanbaru dalam

eninggal dunia,

maka susunan‘ke anti menjadi K¢ akri, SH, Sekertaris

Bahwa sdr H. Roni Abdi, pemohon) adalah anak kandung dari
sdr. H.M. ARBI dan Sdr RISWAN adalah menantu dari sdr H.M. ARBI dan sekitar
tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 15 juni 2014 pemohon sdr H. Roni Abdi, ST.MM
menyerahkan 4 (empat) lembar cek masing-masing 300 juta dan 3 lembar dan satu
lembar cek senilai 40 juta dan di cairkan oleh riswan di BTN batam pada tanggal 19

juni 2014, adapun uang tersebut di berikan kepada Riswan untuk mengganti uang

Riswan yang di pakai untuk biaya pengobatan atau biaya rumah sakit H.M Arbi
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selama perawatan sakit sebelum meninggal dunia, dengan perjanjian apabila ada
lebih agar di kembalikan kepada pemohon dan sebagian uang tersebut yaitu

sebanyak Rp. 240.000.000,- sudah di kembalikan kepada H. RONNI ABDI vyaitu

A puskopar
meningga sekertaris
puskopar Ri3 ek S N : N Pekanbaru
tinggal Rp. : e : kemudian sdr
Marbakri Jec e i _. \ men 446.387.42, sudah
berkurang s ar Rp. 1€ '- ), sdr N : ndapatkan rekening
korannya dan keliha - bo 1o ha Ir RISWAN dengan
cara menga ank Mandiri di
ambil dan di 2 rek i nomor rekening
16618400 seda gurus dan bukanlah

membuat laporan ke SPKT Polda Riat P/31/1/2015/SPKT/Riau, diduga telah
terjadi tindak pidana pencurian atau penggelapan sebagaimana telah di atur dalam
rumusan pasal 363 dan 372 KUHP dengan terlapor sdr RISSWAN dan H. Roni
Abdi dan korban puskopar Riau dengan total kerugian Rp. 1.905.000.000 (Satu

Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah)

a. Posisi Kasus Putusan nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr
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- Perkara ini berawal di Pengadilan Negri Pekanbaru tentang

permohonan Prapradilan tentang tidak sahnya secara hukum atas

penetapan tersangka terhadap H. Ronni Abdi, ST.,MM. Oleh Dir

Pusat Koperasi karyawan riau (puskopar) berupa uang sebesar Rp.
1.905.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima juta rupiah ) tanpa
pengetahuan pengurus yang di laporkan oleh saudara marbakri bertindak
selaku pengurus puskopar.

- Bahwa saudara marbakri (pelapor) tidak mempunyai hak secara hukum (legal

standing) bertindak selaku pengurus puskopar Riau untuk melaporkan H.
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Ronni abdi,ST.,MM (pemohon) di Reskrim Polda Riau (termohon)
dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

A. Bahwa saudara marbakri (pelapor) telah di pecat dari kepengurusan dan

OPAR Riau Nomor

membuat laporan polisi di polda riau dengan tuduhan kepada H. Ronni
Abdi, ST.,MM.(PEMOHON) telah melakukan tindak pidana pencurian dan
penggelapan terhadap harta puskopkar riau yaitu berupa uang senilai Rp.
1.905.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima juta rupiah) dengan rincihan
sebagai berikut : penarikan dari bank BTN Sebesar Rp. 940.000.000,

penarikan dari bank BNI Rp. 865.000.000, dan penarikan dari bank mandiri
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sebesar Rp. 100.000.000 ( bahwa terhadap alat bukti saksi dan bukti surat di

atas yang menjadi dasar penetapan tersangka H. Ronni Abdi, ST.,MM.

Belum memenuhi unsur minimal 2 alat bukti dikarenakan : Tentang

tersebut (legal standing)

- Ahli menerangkan untuk melaporkan tindak pidana
penggelapan dan pencurian yang terjadi dalam badan hukum
tidak dapat di lakukan oleh orang yang telah di berhentikan

dari badan tersebut
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- Ahli menerangkan apabila di dalam perkara tindak pidana
terdapat unsur keperdataan maka proses perkara pidana

tersebut harus di tangguhkan/dihentikan menunggu putusan

ahli  yang

hak-haknya sebagai tersangka]

4. Ahli menerangkan jika penyidik tidakn memberitahukan surat
perintah di mulainya penyidikan kepada terlapor adalah suatu
pelangaran Hak Asasi Manusia sehingga penyidikan tersebut di
anggap tidak pernah ada dan batal demi hukum

d. Berdasarkan putusan dan Mengadili
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1. Mengabulkan permohonan prapradilan pemohon untuk seluruhnya,
menyatakan dan menetapkan penetapan pemohon H. Ronni Abdi,

ST.,MM. Sebagai tersangka dengan dugaan melakukan tindak

ana di maksud dalam

A g bukti Nomor
) dan surat tanda
/2016/Reskrimum
B on yang di hasilkan dari

mutandis TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM DENGAN

SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.

BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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A. Ketentuan Keterangan Ahli Dalam Memberikan Keterangan Alat Bukti

di Pengadilan

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

Adanya angan ar : apat petunjuk,
~

petunjuk, , kejadian atau

keadaan, ya gan yang lain,

maupun de

tindak pidanad

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

1. keterangan saksi;
2. surat;
3. keterangan terdakwa.
Dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP ini, “keterangan ahli” tidak dicantumkan

sebagai salah satu alat bukti yang perlu dikaitkan dengan alat bukti yang lain.
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Tidak ada penjelasan dalam KUHAP mengapa keterangan ahli tidak

dimasukkan dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian,

menurut sistem KUHAP, keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk

barulah keterangan ahli dapat ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya, yaitu
benar-benar sebagai suatu alat bukti yang sah untuk membuktikan terjadinya suatu
peristiwa pidana.

Perlu ada ketentuan tentang bagaimana hakim memperlakukan keterangan
ahli, Sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia merupakan sistem yang

cenderung lebih terikat dan memperhatikan ketentuan tertulis dalam
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undang-undang. Oleh karenanya, seharusnya hal-hal mengenai keterangan ahli
diatur secara cukup rinci dan tegas dalam KUHAP.

Berbeda halnya dengan sistem hukum seperti yang dianut di Amerika
Serikat. Mengenai-alat bukti, dikemukakan dalam Micresoft:Encarta Encyclopedia
bahwa, “The evidence presented by the prosecution or by the defense may consist of
the oral testimony of witnesses,documentary evidence, and physical evidence, such
as a murder weapon with the defendant's fingerprints on.it”, 5 vaitu: Bukti yang
diajukan oleh penuntut atau oleh terdakwa dapat terdiri atas kesaksian lisan dari
saksi, bukti dokumen dan bukti fisik, seperti alat yang digunakan melakukan
pembunuhan dengan sidik jari terdakwa di atasnya.

Tetapi,” diberikan pula catatan bahwa, “Because .American law is
committed to @ rational rather than a formalistic system of evidence, no value is
assigned to the form or.the guantity of evidence offered. Effectiveness is generally
determined by how persuasive the evidence seems, especially to a jury”, 6 yaitu:
Karena hukum Amerika diselenggarakan berdasarkan suatu sistem pembuktian
sifatnya lebih rasional daripada formalistik, maka tidak ada nilai yang diberikan
kepada bentuk atau jumlah' bukti yang diajukan. Efektivitas pada umumnya
ditentukan oleh bagaimana pengaruh meyakinkan dari bukti, khususnya terhadap
jury. Negara Indonesia, sebagai negara yang sistem hukum acara pidananya,
khususnya pembuktian, lebih bersifat formalistik (formalistic system), perlu ada
pengaturan yang cukup rinci dalam KUHAP mengenai keterangan ahli, antara lain

bagaimana hakim memerlukan keterangan Ahli.
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Sebagai mana yang di katakan oleh Muhammad Nurul Huda (2014:
102-103) Keterangan ahli adalah keterangan yang di berikan oleh seorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalampasal 186 KUHAP
dikatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang

pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Dr.H. Abdul Azis, SH.,MH.
Pada tanggal 17 juni 2019, pukul 10;17 WIB mengenai keterangan ahli dalam
memberikan alat bukti, hakim mengatakan “keyakinan hakim lah yang paling
penting, 183-185 KUHAP, jika hakim tidak yakin dengan kesalahan seorang
terdakwa maka hakim bisa aja membebaskannya karna ada di dalam adagium yaitu
lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu
orang yang tidak bersalah, adagium ini-mensyaratkan bahwa ketika satu orang
benar atau tidak bersalah di jatuhi hukuman, maka runtuh dan hancurlah hukum itu,
menghukum orang yang tidak bersalah adalah Mbah buyutnya kejahatan yang
paling terkutuk dan tidak dapat di benarkan sama.sekali, penegakan hukum dalam
hukum pidana adalah mencari kebenaran materil bukan kebenaran formil ataupun
kebenaran di atas kertas, karena itu pembuktian di dalam hukum pidana harus lebih
hati-hati di banding dengan pembuktian dalam hukum perdata, dengan demikian
menghukum orang yang bersalah dalam hukum pidana harus benar-benar telah di
dukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tambah dengan
keyakinan hakim yang bukan di dapat karena adanya tekanan masyarakat, lalu

beliau mengatakan ada prinsip Unus Testis Nullus Testis satu org saksi bukan
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saksi, maka dari itu kembali kepada 184 KUHAP di tambah dengan 2 alat bukti dan
keterangan terdakwa. Dan beliau juga menjelaskan di dalam prapradilan tetap

hakim tunggal dia tidak ada majelis.

Selain itu, keterangan ahli dapat juga dibertkan pada waktu pemeriksaan oleh
penyidik atau penuntut umum dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan (Pasal
133 jo penjelasan Pasal 186 ‘KUHAP). Visum'et/fepertum merupakan alat bukti
yang dikatakan memiliki dualisme sebagai alat bukti dimana visum menyentuh dua
sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan ahli dan surat.
Visum sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan bentuk dari keterangan ahli
yang diberikan-pada waktu penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan

(sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186. KUHAP)

Hari Sasangka dan Lily Rosita menyatakan :

Keterangan ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti
keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan
oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan,
dan dibuat dengan mengingat sumpah Sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan
(penjelasan Pasal 186 KUHAP) maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti
surat. Menjadi ahli pada dasarnya sama dengan menjadi saksi adalah merupakan
suatu kewajiban hukum. Menolak kewajiban tersebut dapat dikenakan pidana

berdasarkan ketentuan undang-undang (pasal 1 59 ayat (2) KUHAP).

Ancaman menolak kewajiban ahli terdapat dalam pasal 224 KUHP.

Selanjutnya lihat kembali uraian tentang saksi tidak mau hadir di persidangan.
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Dasar hukum pemanggilan seorang ahli adalah sama dengan dasar hukum
pemanggilan seorang saksi, yakni pasal 146 ayat (2) dan pasal 227 KUHAP.
Pemanggilan terhadap ahli dilakukan oleh penuntut umum yang memuat secara
jelas tanggal, hari.serta jJam sidang.serta untuk.perkara apa iadipanggil. Selanjutnya
lihat kembali pemanggilan terhadap saksi. Dalam praktek tidak sulit untuk
menghadirkan ahli dalam sidang pengaditan,; apalagi kalau ahli terseut seorang

yang berpendidikan.

Kebanyakan mereka menyadari tugas dan kewajiban seseorang selaku ahli. Di
samping itu masalah yang diterangkan oleh ahli dalam sidan bersifat netral, yaitu
merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Seorang ahli
sebelum memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan identitas ahli,
mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal,—agama ,dam Tpekerjaan. Sebelum memberikan
keterangan, ahli wajib bersumpah atau berjanji menurut cara agama masing-masing

(Pasal 179 ayat (2) KUHAP).

Keterangan ahli yang diberikan dalam.sidang dicatat dalam berita acara
pemeriksaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP). Berita acara tersebut ditandatangani
oleh hakim ketua sidang dan panitera (Pasal 202 KUHAP). Sebelum memberi
keterangan, ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang
dianutnya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Bagi seseorang yang agamanya tidak
memperbolehkan bersumpah, sumpah tersebut diganti dengan berjanji (Staatsblaad
1920 Nomor 69 Pasal 5). Bunyi sumpah seorang ahli adalah, bahwa selaku ahli

akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut
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pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Terhadap
ahli yang tidak mau bersumpah atau berjanji tanpa alasan, pemeriksaan tetap
dilakukan. Terhadap ahli tersebut bisa dilakukan penyanderaan di dalam RUTAN
paling lama 14 (empat belas)-hari berdasarkan penetapan.hakim ketua sidang.
Apabila waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lampau, maka keterangan yang
diberikan merupakan keterangan-saja, ‘yang menguatkan keyakinan hakim (Pasal

161 KUHAP dengan penjelasannya).

Keterangan ahli yang tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang sah,
keterangan tersebut dibacakan. Jika keterangan ahli tersebut sebelum diberikan di
depan penyidik sudah mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 120 ayat (2)
KUHAP), maka nilainya sama _dengan keterangan-ahli yang dinyatakan dalam
sidang. Jika Kketerangan ahli tersebut diberikan  di depan penyidik tidak
mengucapkan sumpah atau janji;- maka-keterangan yang diberikan, merupakan
keterangan saja yang menguatkan keyakinan hakim (bandingkan dengan ahli yang
menolak untuk bersumpah atau berjanji setelah disandera, tetap tidak mau

bersumpah atau berjanj).

Dalam pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa
yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru
mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah
terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru
mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya
sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik maka nilainya sama dengan

keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Bila keterangan ahli diberikan tanpa
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sumpah karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah, tidak hadir dan

ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka

keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim.

in - merupakan
penilaian at kti keterangan
ahli bersifa k memakainya

di persidangan

ahli dikesampingkan harus berdasa an yang jelas, tidak bisa begitu saja

mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk

meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

B. Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti

82



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli
adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal

yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

dalam tiga

kegiatan beracara pidan atas 3 e/tahap, yaitu fase pra-ajudikasi, fase
ajudikasi, dan fase pasca-ajudikasi. Pembagian yang lebih umum terhadap proses
beracara pidana terdiri atas 4 (empat) fase/tahap, yaitu:

1. Tahap penyidikan

2. Tahap penuntutan

3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dan

83



4. Tahap pelaksanaan putusan.

Pengaruh keterangan ahli dalam pembuktian terutama berkenaan dengan
fase ajudikasi, yaitu pemeriksaan oleh Hakim di sidang pengadilan, karena dalam
pengadilan akan _diputuskan terbukti atau_tidaknya apa yang didakwakan. Pada
pandangan awal, dalam ketentuan acara pidana yang berlaku sebelum KUHAP,
yaitu HIR, keterangan ahli amat|lemah ‘karena bukan alat bukti sebagaimana
ditentukan dalam PadaPasal 306 ayat (1) HIR bahwa, “Berita orang ahli yang
diangkat karepa jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang
hal ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi
keterangan kepada hakim.”8 Jadi, di bawah berlakunya HIR, keterangan seorang
ahli di depan pengadilan hanya berkedudukan sebagai pemberi keterangan terhadap
hakim. Keterangan ahli ini tidak berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang
sah. Terhadap ketentuan dalam HIR ini, Wirjeno Prodjodikoro memberikan
kritiknya sebagai berikut,

Timbul pertanyaan, apakah keterangan seorang ahli seperti ini dapat
dinamakan alat bukti, yaitu sebagai hal yang dapat.dipakai oleh Hakim untuk
membuktikan yakni untuk menganggap benar adanya hal sesuatu. Pertanyaan ini

"’

harus dijawab dengan “‘ya, dapat!”, oleh karena keterangan tentang penghargaan
dan kesimpulan dari para ahli sering kali mengenai sebab dan akibat dalam suatu
perbuatan terdakwa, maka dapat membuktikan pula adanya suatu peristiwa pidana.
Misalnya ada orang yang dibunuh dan ada terdapat suatu luka pada badan si korban.

Dari ujud luka ini oleh seorang ahli dapat dikatakan: macam alat yang dipakai

untuk melukai yaitu antara lain barang tajam atau barang tumpul. Seorang ahli ini
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adalah seorang tabib, yang antara lain akan memeriksa pinggir-pinggir dari

lukanya. Kalau pada badan seorang korban itu tidak terdapat suatu luka, tetapi

sebelum ia meninggal dunia, ada hal-hal padanya yang menimbulkan persangkaan,

pendapat
terbukti sua
sesuatu ya gkunga Al ) terdakwa. Kalau
pendapat seora 1 _- i -_ i v maka Hakim
menganggap adanya sebab it Y: a Ha lenganggap terbukti
pembunuha ara lai eMmpe eorang ahli tentang

sebab itu.

hubungan sebab akibat (kausalitas) berarti dapat dibuktikan bahwa suatu tindak
pidana benar telah terjadi. Pandangan Wirjono Prodjodikoro yang mengusulkan
agar keterangan ahli dimasukkan sebagai salah satu alat bukti yang sah, akhirnya
terwujud dalam KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tegas menunjuk

keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana terlihat dalam
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rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, di mana ditentukan bahwa alat bukti yang sah

ialah:

1. keterangan saksi;

ang lebih kuat

dibandingke diakui sebagai

s B 3

alat bukti, akim tidaklah

wn
D
(@]
QD
=
QO
3
c
=k
‘ N
)
QD
=
QD
=
QD
o]
3
D
>
c
w

buk keterangan ahli

terikat kepadanya. Tidak a eharusa i Hakim untuk mesti menerima
kebenaran keterangan ahli dimaksud. 10 Keterangan ahli, sebagaimana
dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, memiliki kekuatan pembuktian bebas (vrij
bewijskracht), artinya tidak mengikat hakim melainkan diserahkan kepada
penilaian hakim.

Pendapat M. Yahya Harahap ini sejalan dengan sistem pembuktian

negatief-wettelijk yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP, di mana alat-alat bukti
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memiliki kedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan pada
Hakim. Jadi, kekuatan suatu alat bukti pada dasarnya masih tergantung pada
keyakinan Hakim. Berbeda halnya dengan sifat positief-wettelijk di mana
keyakinan Hakim: tidak  mendapat tempat,..sehingga keyakinan Hakim tidak
diperhitungkan dalam penjatuhakn putusan. \Walaupun demikian, yaitu sekalipun
hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijskracht) saja, ini tidaklah
berarti bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang dapat diabaikan atau
dikesampingkan dengan mudah.

Keterangan saksi ahli (expert witness) memiliki sifat yang berbeda dengan
keterangan saksi biasa (ordinary witness). Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan
bahwa, “dalamhal kesaksian, Hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang
dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin tentang
ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli”. 11*Seorang saksi biasa
mungkin saja tidak dapat sepepenuhnya mengingat secara tepat suatu peristiwa,
salah lihat, salah dengar, ataupun sampai kemungkinan memang sengaja berdusta
untuk memberatkan atau sebaliknya melindungi suatu pihak. Keterangan ahli lebih
bebas dari hal-hal semacam ini. Persoalan.dalam keterangan ahli, sebagaimana
yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, adalah lebih berkenaan dengan
ketepatan pendapat dari si pemberi keterangan. Dengan demikian, alat bukti
keterangan ahli seharusnya tidak dapat dengan mudah dikesampingkan begitu saja
oleh Hakim. Apabila Hakim belum yakin, maka yang seharusnya dilakukan oleh

Hakim adalah mendengarkan keterangan dari seorang ahli yang lain. Dengan
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adanya lebih dari satu pemberi keterangan ahli maka Hakim dapat membuat
perbandingan untuk pada akhirnya menarik kesimpulan.

Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 180 ayat (2) KUHAP yang

di dalam ; ) . a ' ahli berguna untuk
menjelaska s "" _'- ang -_ : erdata se ga bagi hakim
keterangan : g ske I putusan hakim,
dikarenakan

karna keter

pemeriksaan ahli terhad an.dan tu isan yang akan digunakan

o :

& LI 2
sebagai alat bukti bahwa suatu a telah terjadi, atau siapa saja yang
bersalah melakukannya telah disepakati olenh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa
Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut untuk tindak

pidana umum dan tindak pidana khusus keterangan ahli otentikasi diberikan oleh

Laboratorium Kriminal MABAK;

- Untuk tindak pidana militer, keterangan ahli otentikasi diberikan oleh

Laboratorium Kriminil POM ABRI;
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- Untuk perkara yang bersifat koneksitas dapat diberikan oleh salah satu

Laboratorium Kriminil berdasarkan kesepakatan antara unsur penegak

hukum yang duduk dalam tim untuk perkara koneksitas.

pemeriksaan b 2\ ari ket 3 3 al-pasal tersebut di

atas tidak disebutkan secara jelas syarat-syarat tentang se , kecuali untuk
dokter ahli kehakiman t " chingga dibu eorang ahli dari

kalangan ti

memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu. Dengan
demikian bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu
minta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada
orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun dalam

bidangnya toh sangat cendekia (scherpzinnig).
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Umpamanya: tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan

sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberi pertolongan yang sangat

diperlukan. Pasal 179 KUHAP menentukan :

g
&
=}
o
t (
7]

o
uan

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua

cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh

aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini,

keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli

menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan.
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Cara kedua, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP,
yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan. Pada

prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Akan tetapi, menurut penje Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa
keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu, pemeriksaan oleh penyidik
atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat
dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal
itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum,
pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat

dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia
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mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Dari ketentuan penjelasan Pasal
186 KUHAP tersebut di atas maka sebenarnya secara teoretik pada hakikatnya

kejerangan ahli dapat menimbulkan dua dilema di dalamnya, yaitu :

enerapan KUHAP

melakukan

&a | digen) yang banyak
i

terhadap tindak p

) \

359 KUHP, Pasal 360 KUHP, dan sebagainya ketimbang surat
keterangan. Apabila ditinjau melalui kajian praktik peradilan secara
lebih intens, dapatlah dikonklusikan bahwa keterangan ahli berupa
laporan ini lazim menimbulkan dua nuansa pembuktian, yaitu :

1) Pertama, bahwa keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap

dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini
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ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 jo. Pasal 133 ayat (1)

KUHAP di mana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan

pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pra Pradilan
Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negri Pekanbaru merupakan
usaha untuk meyakinkan hakim, bahwa berdasarkan dua alat bukti yang

sah agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Bagi
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terdakwa dan penasehat hukumnya, pembuktian merupakan usaha
sebaliknya yakni meyakinkan hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah

agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan

atau penuntut

2ngan mengingat

B. Saran
Karena pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah dapat dijadikan dasar
oleh hakim untuk membuat keputusan, maka diharapkan jaksa dapat
meyakinkan hakim melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
yang ia hadirkan disidang pengadilan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
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Karena kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam
pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai dua kemungkinan yakni

bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan sebagai alat bukti surat, maka

terserah ke : Atuk ilai nakan nama alat bukti
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